
WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 39I TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Menimbang :

WALI KOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2O2t
tentang Pedoman Penlrusunan Standar Kompetensi
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan
berdasarkan Noia Dinas Sekretaris Daerah Kotd. Batam
Nomor 479lND IORGS/V|II|2O22 tanggal 29 Agustus
2022, perlu menetankan Keputusan Wali Kota tentang
Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun L999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor LO7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a880);

Mengingat

2. Undang-Undang ...



3.
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2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1.2 Tahrln 2OtI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Nega^a Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor I43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a99;

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2OI4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor L Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiA Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72" Tahun 2OI9 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor L87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6a05);

4.

5.

6. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6a77);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OtT Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor t2O Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2OtS tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1"57);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2OLT
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OI7 Nomor l9O'/);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2OI4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2OI4 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2Ol9 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2Ot9 Nomor 7);

1 1. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Penyu.sunan Standar Kompetensi
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2O2l Nomor 859);

7.

8.

9.

MEMUTUSKAN..



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :
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}{E,MUTUSKAN:

STANDAR KO VII'ETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DANPENGAWAS D] LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTABATAM.

?3lagr Komp ett :nsi Jabatan Administrato.dan pengawas
di lingkungan pemerintah Kota Batam terdiri i"ri,
L' urutan kornpr:tensi manajerial, struktural, dan teknispada Jabal.an Administrasi di'ringr.ungan pemerintah

Kota Batanr:

2' ikhtisar Ja'atan Administrasi di ringkr,rnganPemerintah Kota Batam; dan
3. persyarata' Jabatan, Administrasi di ringk'ngan

Pemerintah Kc,ta Batam.

uraian standirr Kompetensi Jabatan Administrator danPengawas di lingkungan pemerintah Kota Batamsebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATUtercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran
X)OCII Keputusar ini.

!F$"{ Kompete'si Jabatan Administrator dan pengawas
qi fngkunga' I'emerintah Kota Batam sebagaiinana
dimaksud pada DIKTUM KEsATu merupakan kompetensi
minimal yan€; h arus dimiliki oleh setiap pemangku
jabatan dalam me laksanakan tugas jabatan 

"rrt" *eni.ai
acuan dan/atrru pedoman pengangkatan dalam jabatan
dan pembinaan jabatan -eparatur sipil Negara di
lingkungan Pe:nerintah Kota natam.

legala biaya yrlng timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pade Anggaran pendap-atan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Bata.m.

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal ltl sqtemhr 2orl
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